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ABSTRAK 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
                       Fakultas Syari’ah dan Hukum 
   Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 
  
Muh. Abdi Yusran 
“HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF 
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA” 
Penelitian mengenai prinsip hak asasi manusia dalam UUD 1945 
dalam hubungannya dengan hak politik pegawai negeri sipil dalam 
UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. 8 Tahun 1974 
Tentang UU poko kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 37 
Tahun 2004 Tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota 
partai politik dengan pendekatan historis, yuridis dan penelitian 
hukum normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum atau 
bahan lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini, lalu ditelaah dan 
dianalisis dan akhirnya dipaparkan secara cermat dan akurat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara normatif prinsip hak 
manusia dalam UUD 1945, Khususnya kemerdekaan, keadilan dan 
kebebasan berserikat dan berkumpul dalam hubungannya dengan hak 
politik pegawai negeri sipil dalam UU No. 43 Tahun 1999 dan 
perubahan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang larangan 
pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik. Setelah dilakukan 
penelitian ditemukan bahwa prinsip hak asasi manusia dalam UUD 
1945 khususnya, kemerdekaan, keadilan dan kebebasan berserikat dan 
berkumpul bahwa semua warga Negara mempunyai hak yang sama 
untuk berserikat dan berkumpul sebagai dasar adanya hak untuk 
berpartai politik, sedangkan dalam UU No. 43 Tahun 1999 atas 
perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU Pokok Kepegawaian 
dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang larangan 
pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik, maka ditemui 
adanya in singkronisasi atau bertentangan materi muatan UU tersebut, 
dengan UUD 1945 sebagai hukum dasar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Perkembangan hukum akan mempengaruhi perkembangan 
politik suatu Negara, karena pergeseran politik akan mempengaruhi 
tatanan dan ketentuan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya tatanan 
hukum akan akan pula mempengaruhi tatanan politik. Begitupula 
bangsa Indonesia setelah memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 
17 Agustus 1945 dan keesokan harinya disahkan UUD 1945 sebagai 
hukum dasar tertulis dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 
Untuk menyelenggarakan pemerintahan masih diperlukan 
peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga Negara sesuai 
ketentuan dalam UUD 1945, tetapi pada waktu itu belum 
memungkingkan dibentuk, maka berdasarkan aturan aturan peralihan 
UUD 1945, bahwa badan Negara dan peraturan perundang-undangan 
yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru.  
Kedaulatan rakyat, kebebasan berserikat dan berkumpul bagi 
setiap warga Negara Indonesia tercantum dalam UUD1945, ini berarti 
bahwa Negara Republik Indonesia  adalah Negara demokrasi yang 
melindungi hak asasi manusia di bidang politik. 
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Di dalam UUD 1945 ada 15 (lima belas) prinsip dasar hak 
asasi manusia, Yakni: 
A. Hak menentukan nasib sendiri (alinea pertama) 
B. Hak akan warga Negara (Pasal 26) 
C. Hak kesamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1)) 
D. Hak untuk bekerja (Pasal 27 ayat (2)) 
E. Hak akan hidup layak (Pasal 27 ayat (2)) 
F. Hak berserikat (Pasal 28) 
G. Hak untuk beragama (Pasal 29) 
H. Hak mengatakan pendapat (Pasal 28) 
I. Hak membela Negara (Pasal 30) 
J.  Hak untuk pendidikan (Pasal 31) 
K. Hak kesejahteraan sosial (Pasal 33) 
L.  Hak jaminan sosial (Pasal 34) 
M. Hak akan kebebasan dan kemandirian pengadilan (Pasal 
24 dan 25) 
N.  Hak akan mempertahankan tradisi budaya (Pasal 32) 
O. Hak mempertahankan bahasa daerah (Pasal 31).1 
                                                 
1
  Dahlan Thayeb, Repormasi Hukum Tata Negara, (Cet. I; Jakarta: UII, 1998)., h. 12 
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Pada masa orde baru, hanya ada dua partai politik dan satu 
golongan karya, Golkar tidak dianggap sebagai partai politik tetapi 
golongan kekaryaan.Pegawai negeri sipil pada prinsipnya tidak 
diperbolehkan masuk partai politik, tetapi dia diharuskan masuk 
anggota Golkar melalui wadah Korpri.Berahirnya pemerintahan orde 
baru dan digantikan dengan orde reformasi, maka berbagai bentuk 
ketimpangan khususnya di bidang hukum dan politik mulai ditata 
kembali.Untuk melakukan penataan ini maka dalam ketetapan MPR 
No.IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004. 
Setelah reformasi maka hak politik pegawai negeri sipil diatur 
dalam UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. 8 Tahun 1974 
tentang UU Pokok-pokok Kepegawaian, dan peraturan pemerintah  
No. 5 Tahun 1999 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 12 
Tahun 1999, yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 37 
Tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil berpartai politik.  
Dalam UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. 8 Tahun 
1974 Tentang UU Pokok-pokok Kepegawaian pada Pasal 3 ayat (3), 
dinyatakan bahwa :  
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“Untuk menjamin netralitas pegawai negeri sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) pegawai negeri sipil dilarang menjadi 
anggota dan /atau pengurus partai politik” 
Mengenai larangan ini lebih dipertegas lagi dalam Peraturan 
Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri 
Sipil berpartai politik Pasal 2, disebutkan bahwa :  
A. Pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dan /atau pengurus 
partai politik 
B. Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan /atau pengurus 
partai politik diberhentikan sebagai pegawai negari sipil. 
Memperhatikan uraian tersebut, maka UU No. 43 Tahun 1999 
atas perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU Pokok-pokok 
Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang 
larangan Pegawai Negeri Sipil berpartai politik, bertujuan mengatur 
perpolitikan di Indonesia agar tidak terulang pada masa orde baru 
dimana pegawai negeri sipil diharuskan menyalurkan aspirasinya 
melalui Golkar sebagai golongan kekaryaan. Tetapi disamping itu 
sekaligus membatasi sekelompok atau sebahagian hak asasi manusia 
di bidang politik, khususnya pegawai negeri sipil. 
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Jika hal tersebut dikaji dalam hubungannya dengan hak asasi 
manusia dalam UUD 1945, khususnya mengenai kemerdekaan, 
kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat 
baik lisan maupun tulisan, maka akan menimbulkan pertanyaan 
bagaimana hak asasi pegawai negeri sipil di bidang politik selaku 
warga Negara dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi 
manusia secara demokratis. 
Oleh karena itu, dengan adanya hal tersebut maka penulis 
menganggap  bahwa permasalahan ini sangat penting untuk dikaji, 
khususnya mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul serta 
mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.  
B. Rumusan Masalah 
Bertitik tolak dari latar belakang pemikiran tersebut diatas, 
maka pokok masalah dalam skripsi ini adalah “Hak Politik Pegawai 
Negeri Sipil Dalam Perspekif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, 
adapun penulis mencoba memunculkan sub masalah : 
A. Bagaimana status pegawai negeri sipil dan hak politik di 
Indonesia?  
B. Sejauh mana hak politik pegawai negeri sipil di Indonesia 
sudah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia? 
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C. Hipotesis 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis memberikan 
jawaban sementara sebagai berikut : 
1. Diduga status pegawai negeri sipil dan hak politik di Indonesia 
adalah pegawai negeri sipil sebagai abdi Negara yang tidak boleh 
masuk anggota salah satu partai politik, maka dengan demikian 
mereka hanya mempunyai hak politik passif dan tidak mempunyai 
hak politik aktif. 
2. Diduga hak politik pegawai negeri sipil di Indonesia dengan 
prinsip hak asasi manusia belum ada singkronitasnya di dalamnya, 
karena belum adanya kepastian hukum dalam berpartai politik bagi 
pegawai negeri sipil. 
D. Pengertian Judul 
Untuk dapat memperoleh gambaran atau pengertian secara 
jelas dari judul “Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspekif 
Hak Asasi Manusia Di Indonesia”. Maka penulis memberikan batasan 
pengertian agar sasaran yang diinginkan dicapai lebih jelas dan 
penjelasan yang lebih terarah yaitu : 
A. Hak adalah kekuasaan /wewenang yang dimiliki seseorang 
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untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.2 
B.  Politik adalah kekuasaan, pemerintahan, ketatanegaraan.3 
C. Pegawai negeri sipil adalah mereka yang setelah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, digaji menurut 
Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam 
suatu jabatan oleh pejabat Negara atau badan Negara yang 
berwenang.4 
E. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka yang dimaksud dalam skripsi ini bertujuan 
untuk memberikan penjelasan bahwa masalah pokok yang dibahas 
sesuai dengan teori yang ada dalam buku hanya mengacu kepada 
“Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspekif Hak Asasi 
Manusia Di Indonesia”. Adapun buku-buku yang menjadi acuan 
untuk pembahasan selanjutnya adalah sebagai berikut: 
A. Reformasi Hukum Tata Negara oleh Kasmir. Buku ini 
menjelaskan tentang hukum tata Negara di Indonesia 
serta 15 (lima belas) prinsip dasar hak asasi manusia 
diantaranya hak beresrikat dan mengeluarkan pendapat. 
                                                 
2
  Simorangkir, Kamus Hukum, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2000)., h. 37  
3
 Ibid., h. 73  
4
 Op Cit., h. 77  
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B. Hukum Tata Negara oleh Dasril Radjab. Buku ini 
membahas tentang definisi hukum tata Negara dan 
hukum tata Negara dengan cabang ilmu pengetahuan 
lainnya, sumber hukum tata Negara, serta pengertian, 
klasifikasi dan nilai konstitusi. 
C. Hukum Tata Negara oleh Abu Daud Busroh. Buku ini 
berisikan kumpulan karangan yang masing-masing 
menguraikan suatu persoalan dalam lingkungan 
ketatanegaraan RI berlandaskan pancasila dan UUD 
1945. 
D. Undang-Undang HAM. Buku ini membahas tentang 
perlindungan kepentingan manusia sebagai individu, 
masyarakat dan warga Negara. 
Masih banyak lagi judul buku yang penulis tidak dapat 
menyebutkan satu persatu yang erat hubungannya dengan judul yang 
dibahas, dan menurut penulis, masalah ini sangat urgen untuk dikaji 
lebih lanjut. 
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F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui status pegawai negeri sipil dan hak 
politik di indonesia 
b. Untuk mengetahui hak politik pegawai negeri sipil dalam 
hubungannya dengan prinsip hak asasi manusia 
 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Manfaat teoritis 
Adapun manfaat teoritis diharapkan dapat menambah pustaka 
di bidang hukum, khususnya hukum tata Negara di masa yang 
akan datang. 
b. Manfaat praktis 
Adapun manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan terhadap Pemerintah dan lembaga 
Negara (DPR) serta partai politik agar dalam merumuskan 
peraturan perundang-undangan yang akan datang yang 
menyangkut hak-hak asasi manusia di bidang politik atau hak-
hak politik warga Negara dapat mengakomodir kepentingan-
kepentingan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil. 
10 
 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Hak Politik 
Sebelum menguraikan pengertian hak politik maka terlebih 
dahulu akan menguraikan sepintas penfertan hak asasi manusia, 
karena hak asasi manusia merupakan sumber dan bahkan dasar 
adanya hak politik, sehingga setiap Negara akan berbeda-beda 
konsep hak asasi manusia, hal ini kan disesuaikan budaya masing-
masing Negara yang bersangkutan, lebih-lebih pada 
pelaksanaannya tidak dapat lepas dari sistem politiknya
1
 
Hak asasi manusia berasal dari istilah droits de I’home 
(bahasa Perancis), human rights (bahasa Inggris), Menslijke Recten 
(bahasa Belanda), serta Fitrah (bahasa Arab) ada yang 
menyebutkan bahwa hak tersebut sebagai hak fundamental, secara 
istilah hak asasi itu diartikan sebagai hak yang melekat pada 
martabat manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut 
dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut 
                                                 
1
  Dahlan Thayeb, Hak Asasi Manusia Dimensi Dinamika, (Cet. I; Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1994)., h. 47 
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bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau 
Negara.
2
 
Jadi hak manusia secara istilah merupakan hak yang melekat 
pada harkat dan martabat setiap manusia yang dibawa sejak lahir 
oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi 
setiap orang tanpa terkecuali. Adapun hak-hak dasar itu antara lain: 
hak hidup, hak kemerdekaan, hak mendapat pekerjaan, hak 
penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat dan berkumpul 
serta hak mengekluarkan pendapat. 
Hak asasi manusia kebebasan berserikat dan berkumpul serta 
mengeluarkan pendapat sangat erat kaitannya dengan demokrasi, 
yaitu hak dibidang politik, hak ini melekat pada status warga 
Negara yang disebut hak politik. 
Hak politik melekat pada setiap warga Negara, pada Negara 
demokrasi yang diwujudkan melalui pemilihan umum dengan 
melalui wadah partai politik.
3
 
                                                 
2
 Moh. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi (Cet. I; Yogyakarta: 
Gema Media, 1999)., h. 127 
 
3
  Abubakar Busroh, Hukum Tata Negara (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1984)., h. 186 
 
12 
 
 
 
Dalam UUD 1945 diatur mengenai hak asasi manusia, baik 
dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh, pada alinea ketiga 
disebutkan bahwa rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya 
hal ini pengakuan adanya adanya kebebasan. Hal ini salah satu dari 
pengukuran dan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung 
persamaan dalam bentuk politik 
Begitu pula dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 
(sebelum diamandemen), dan pasal 28 E ayat (3) sesudah 
diamandemen bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat 
dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat adalah wujud sebagai 
Negara demokrasi, yang berarti hak tersebut melekat pada setiap 
warga Negara Indonesia yang disebut hak politik. 
Jadi dengan demikian hak kemerdekaan dan kebebasan 
berserikat dan berkumpul adalah hak asasi manusia yang 
menimbulkan adanya hak politik setiap warga Negara Indonesia 
yang pengaturannya diatur lebih lanjut oleh Negara dengan melaui 
peraturan perundang-undangan. 
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B. Pengertian Pegawai Negeri Sipil 
Karena perkembangan hukum tata usaha Negara yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas 
pemerintah dan pembangunan, disamping itu juga sebagai 
akibat kemajuan dan perkembangan masyarakat serta 
perkembangan politik, sehingga lahir UU No. 8 Tahun 1974 
Tentang UU Pokok-pokok Kepegawaian. 
Hukum itu perlu selalu diadakan peninjauan kembali 
secara terus menerus sehingga sesuai dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan, hal ini dimaksudkan agar hukum itu tidak 
tertinggal. 
Pegawai negeri (ambtenaar) adalah tiap jabatan yang 
mempunyai hubungan dinas public (openbare dienstbetrekking) 
dengan Negara.
4
 Hubungan dinas publik ini terjadi jika 
seseorang mengikat dirinya untuk tunduk pada perintah dari 
pemerintah untuk melakukan sesuatu atau beberapa jabatan 
tertentu dengan mendapatkan penghargaan dan keuntungan lain. 
Jadi seseorang yang mempunyai hubungan dinas publik dengan 
                                                 
4
  Sudibyo Triatmojo, Hukum Tata Negara (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
2005)., h. 27 
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Negara, dan tidak akan menolak dan menerima tanpa syarat 
pengangkatannya yang telah ditentukan oleh pemerintah.  
Pada pasal 92 KUH Pidana dijelaskan pengertian 
pegawai negeri yaitu: 
(1) Sekalian orang yang dipilih dalam pemilihan yang   
didasarkan atas aturan-aturan umum, juga orang-orang yang 
bukan karena pemilihan menjadi anggota badan membentuk 
Undang-undang, badan pemerintah atau badan perwakilan 
rakyat yang dibentuk pemerintah, juga dewan daerah serta 
semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan 
timur asing yang menjalankan kekuasaannya yang sah. 
(2) Yang dimaksud pejabat dan hakim termasuk juga ahli 
pemutus perselisihan, yang disebut hakim termasuk orang 
yang menjalankan peradilan administrasi, serta anggota dan 
ketua pengadilan agama. 
(3) Semua anggota Angkatan Perang  juga termasuk pegawai 
(pejabat) 
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Pengertian pegawai negeri yang disebutkan pada pasal 92 
KUH Pidana mengalami perluasan karena yang dianggap pegawai 
negeri adalah semua orang yang bekerja dan menerima gaji atau 
upah dari Negara atau mempergunakan fasilitas Negara. 
Sedangkan pada Pasal 1 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 
atas perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU Pokok-pokok 
Kepegawaian, disebutkan bahwa: pegawai negeri adalah setiap 
warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat 
yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang  dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas 
Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Memperhatikan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud 
pegawai negeri adalah mereka yang telah diangkat oleh pejabat 
yang berwenang karena telah memenuhi syarat yang ditentukan 
dan telah lulus seleksi penerimaan pegawai negeri dan dalam 
pengangkatannya sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang 
dimiliknya dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 
16 
 
 
 
C. Pengaturan Tentang Perpolitikan di Indonesia 
Dengan disahkannya UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 oleh 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), maka pada saat itu 
tercipta landasan secara konstitusional dalam menyelenggarakan 
Negara dan pemerintah, sehingga secara konstitusional pasal 28 UUD 
1945 masyarakat memiliki hak kemerdekaan dan kebebasan berserikat 
dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. 
Adanya perlindungan secara konstitusional hak politik setiap 
warga Negara Indonesia, maka keluarlah maklumat pemerintah 
tanggal 3 November 1945 Tentang pendirian partai politik, sehingga 
berdirilah partai politik sebagai wujud dari Negara demokrasi. Dan 
lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 Tentang pemilihan umum, sehingga 
pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum secara nasional untuk 
memilih anggota konstituante dan DPR. 
Setelah orde baru berkuasa selama kurang lebih tiga puluh 
tahun, maka pada tahun 1998 terjadilah gejolak sosial yang dimotori 
mahasiswa sehingga melenserkan kekuasaan Soeharto, dan digantikan 
oleh B.J. Habibie tepatnya pada tanggal 21 Mei 1998.  Sehingga 
tercetuslah reformasi di segala lini, khususnya di bidang hukum dan 
politik.Maka, lahirlah Tap MPR No.IV/MPR/1999, yang 
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mengamanatkan pengembangan sistem politik nasioal yang 
berkedaulatan rakyat dan terbuka. Demokrasi yang dimaksud pada 
Tap MPR tersebut, pada prinsipnya akan memberikan kebebasan 
kepada setiap warga Negara Republik Indonesia untuk 
mempergunakan hak politiknya. 
Perwujudan amanah Tap MPR tersebut maka lairlah UU No. 2 
Tahun 1999 Tentang partai politik UU No. 3 Tahun 1999 tentang 
Susduk MPR, DPR, dan DPRD sehingga tahun 1999 diadakan 
Pemilihan Umum. Pada pasal 10 ayat (!) UU No. 2 Tahun 1999 
Tentang Partai Politik disebutkan bahwa: Anggota partai politik 
adalah warga Negara RI, yang persyaratannya sebagai berikut: 
a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah 
kawin 
b. Dapat membaca dan menulis 
c. Memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh partai politik. 
Untuk menghadapi Pemilu Tahun 2004, maka lahirlah UU No. 
31 Tahun 2002 yang mencabut UU No. 2 Tahun 2002 Partai Politik, 
dan UU No. 12 Tahun 2003 yang mencabut UU No. 3 Tahun 1999 
Tentang Pemilihan Umum. 
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Pada pasal 10 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai 
Politik, disebutkan bahwa: warga Negara Republik Indonesia, dapat 
menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) 
tahun atau sudah pernah kawin.  
Dalam UU partai politik tersebut tidak ada pembatasan hak 
politik setiap warga Negara Indonesia, artinya setiap warga Negara 
Indonesia mempunyai hak yang sama untuk menjadi anggota atau 
pengurus partai politik. Tetapi untuk lebih menertibkan perpolitikan 
dalam pelaksanaan demokrasi maka lahirlah UU No. 43 Tahun 1999 
atas perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU Pokok 
Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 tentang 
Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik yang 
mencabut Peraturan Partai Politik yang mencabut Peraturan 
Pemerintah No. 5 Tahun 1999 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 
1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang berpartai politik. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian  
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dimaksudkan 
untuk mengkaji kaidah-kaidah hukum, maka berdasarkan objek 
penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah historis yuridis 
artinya menelusuri dan berkaitan dengan hak politk pegawai negeri 
sipil dalam perpolitikan di Indonesia. 
B. Metode Pengumpulan Data 
Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
lebih disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kemampuan peneliti 
sendiri tanpa maksud mengurangi prosedur yang berlaku. Metode 
yang digunakan pada teknik pengumpulan data ini adalah sebagai 
berikut: 
Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu teknik pengumpulan 
data dengan jalan menelaah buku-buku literatur, artikel dan karya-
karya ilmiah lainnya yang dianggap memiliki relevansi dengan 
pembahasan skripsi ini, dengan cara: 
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1. Kutipan Langsung, yaitu mengutip suatu pendapat sesuai 
dengan kalimat aslinya langsung dari buku sumber tanpa ada 
perubahan sedikit pun di dalamnya (redaksi) maupun 
maknanya. 
2. Kutipan Tidak Langsung, yaitu penulis menggunakan ide 
dari suatu pendapat kemudian penulis menuangkan dalam 
redaksi lain tanpa mengurangi maknanya. 
C.  Metode Analisis  Data 
Adapun metode analisis data yang digunakan dalam 
pembahasan ini adalah metode kualitatif, yakni metode pengolahan 
data yang menghendaki teknik analisis dan interpretasi dalam bentuk 
konsep yang dapat mendukung obyek pembahasan. 
Datayang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode 
sebagai berikut: 
a. Metode Induktif, yakni menganalisis data dengan bertolak dari 
hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya mengambil kesimpulan 
yang bersifat umum. 
b. Metode Deduktif, yakni menganalisis data dengan bertolak 
dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengambil kesimpulan 
yang bersifat khusus. 
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c. Metode Komparatif, yakni setiap data yang diperoleh, baik 
yang bersifat umum atau bersifat khusus, dibandingkan kemudian 
ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
 
A. Status Pegawai Negeri Sipil dan Hak Politik di Indonesia 
  
 Dalam hukum administrasi secara teoritis dikenal adanya 
hubungan sangat penting antara Negara dan pegawai negeri sipil, 
khususnya mengenai pengankatan, keterikatan antara pegawai negeri 
sipil dengan Negara (pemerintah) sangant penting karena 
menimbulkan hak dan kewajiban. Karena itu sebelum menguraikan 
mengenai status pegawai negeri sipil dan hak politik di Indonesia, 
maka terlebih dahulu akan menguraikan status pegawai negeri sipil 
dalam hukum administrasi Negara atau hukum kepagawaian. 
 Dalam UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU pokok-pokok 
kepegawaian yang telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 
disebutkan bahwa pegawai negeri sipil adalah unsureaparatur Negara 
dan abdi masyarakat dan harus dengan penuh kesetiaan dan keataatan 
Pancasila dan UUD 1945, Negara dan pemerintah dalam 
menyelenggarakan tugas dan pembangunan. Jadi pegawai negeri sipil 
mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan sangat 
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menentukan, karena sebagai unsur aparatur Negara dalam 
menyelenggarakan pemerintahaan dan pembangunan dalam usaha 
mencapai tujuan nasional. 
 Jadi pegawai negeri sipil bukan saja sebagai unsure aparatur 
Negara tetapi juga sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang 
hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan 
Negara dan masyarakat.Karena itu tidak hanya berstatus sebagai 
pegawai negeri sipil, tetapi juga sebagai unsure aparatur Negara, abdi 
Negara dan abdi masyarakat serta sekaligus berstatus sebagai warga 
Negara Indonesia dan anggota masyarakat. 
 Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Nainggolan (1982:9), 
bahwa: 
Kedudukan dan peranan pegawai negeri sipil adalah sangat 
penting dan menentukan karena pegawai negeri sipil adalah 
unsure aparatur Negara untuk menyelengarakan pemerintahan 
dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan 
nasional. Jadi pegawai negeri sipil sebagai abdi Negara yang 
berarti ia harus menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan 
dan sebagai abdi masyarakat yang berarti ia harus 
memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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 Begitu pula pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 atas 
perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU Pokok-Pokok 
kepegawaian, disebutkan bahwa : 
Pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsure aparatur 
Negara dan bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 
masyrakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam 
menyelenggarakan tugas Negara, pemerintahan dan 
pembangunan. 
 
 Dan juga dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 37 
Tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota 
Partai Politik, yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 
1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Anggota Partai 
Politik, disebutkan bahwa : 
Pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur 
Negara, yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat 
secara profersional, jujur, adil dan merata dalam 
menyelenggarakan tugas Negara, pemerintah dan 
pembangunan. 
 
 Memperhatikan uraian tersebut diatas maka pegawai negeri 
sipil mempunyai status yang sangat penting karena sebagai aparatur 
Negara dan berfungsi sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam 
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melaksanakan tugasnya harus penuh kesetiaan dan ketaatan pada 
Pancasila dan UUD 1945, Negara dan pemerintah.Pegawai negeri sipil 
berkedudukan sebagai aparatur Negara dan berfungsi atau bertugas 
sebagai abdi Negara yang berarti harus setia dan taat pada Pancasila 
dan UUD 1945, dan bertugas sebagai abdi masyarakat yang berarti 
harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
 Jadi pegawai negeri sipil dalam kedudukannya sebagai aparatur 
Negara dan berfungsi sebagai abdi Negara dan masyarakat yang 
berarti pegawai negeri sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat 
sekaligus berkedudukan sebagai warga Negara Indonesia dan juga 
sebagai anggota masyarakat dimana ia berdomisili. 
 Setelah menguraiakan status atau kedudukan pegawai negeri 
sipil dalam hukum kepegawaian, maka sekarang akan timbul 
pertanyaan, bagaimana status atau kedudukan pegawai negeri sipil 
dalam perpolitikan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan seperti 
itu tidak akan terlepas dari status atau kedudukan dan fungsi atau 
tugas pegawai negeri sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, 
serta adanya hubungan antara Negara (pemerintah) dengan pegawai 
negeri sipil, serta penggantian atau pergeseran politik di Indonesia.   
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 Bangsa Indonesia setelah merdeka sudah tiga kali mengalami 
pergeseran atau pergantian system politik yang mendasar yang akan 
berdampak terhadap hak-hak poliitik warga Negara Indonesia 
(masyarakat) khususnya kepada pegawai negeri sipil. Hal ini 
sebagaimana dapat dilihat setelah disahkan UUD 1945 sebagai hukum 
dasar tertulis, maka berdasarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 
Nopember 1945, berdirilah berbagai partai politik. Adanya berbagai 
partai politik yang berdiri, maka semua warga Negara Indonesia 
(masyarakat) termasuk pegawai negeri mempunyai hak yang sama 
untuk masuk menjadi anggota atau pengurus salah satu partai politik. 
Jadi, pegawai negeri sipil pada orde lama mempunyai hak politik yang 
sama dengan warga negara yang lainnya, dengan sendirnya 
mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih.  
Dan setelah runtuhnya orde lama, muncul pemerintah orde baru 
pada tahun 1967. Maka, terjadilah pergeseran dan pergantian politik 
yang berdampak pada hak politik warga negara Indonesia, khususnya 
terhadap Pegawai Negeri Sipil, karena pada tahun 1969 Menteri 
Dalam Negeri mengeluarkan peraturan No. 12 Tahun 1999 (Permen) 
yang mengatur tentang hak politik pegawai negeri sipil. Hal ini 
sebagaimanadikemukakan oleh Moh. Mahfud MD (2000 : 88), bahwa: 
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Pada tahun 1969, Mendagri Amir Machmud menggarap 
pegawai negeri sipil ( yang biasanya menjadi basis PNI), 
melalui Peraturan Menteri No. 12 Tahun 1969 (Permen), lalu 
permen ini disusul edaran yang berisikan formulir korps 
karyawan pemerintah dalam negeri, yang tujuan intinya agar 
pegawai negeri sipil yang bersangkutan meninggalkan 
keanggotaan kepartaian dan menjadi anggota Kokar Mendagri 
yang tak lain cikal bakal Golkar. 
 
Dan setelah Pemilihan Umum Tahun 1971, maka pada tahun 
1976 pemerintah mengadakan penyederhanaan partai politik dengan 
melalui UU No. 3 Tahun 1975 Tentang partai politik dan Peraturan 
Pemerintah No. 20 Tahun 1976 Tentang Partai Politik pesrta Pemilu 
tidak ada larangan pegawai negeri sipil berpartai politik, tetapi sesuai 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korpri, maka pegawai 
negeri sipil diharuskan masuk Golkar sebagai abdi negara dan abdi 
masyarakat. 
Adanya keharusan tersebut, maka pegawai negeri sipil sebagai 
abdi negara dan abdi masyarakat tetapi mempunyai hak politik secara 
demokrasi dalam berpolitik, Karena ia masuk Golkar sebagai salah 
satu kontestan Pemilu. Maka, dengan demikian pegawai negeri sipil 
pada orde baru, sebagai warga negara dan warga masyarakat tetap 
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mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, yang walaupun tidak ada 
kebebasan dalam memilih partai politik, tetapi tetap terwakili di 
Parlemen ( DPR dan DPRD). 
Dan setelah runtuhnya orde baru dan munculnya orde reformasi 
pada tahun 1998, maka terjadi lagi pergeseran atau pergantian system 
politik, yang berdampak kepada warga negara Indonesia (masyarakat), 
khususnya kepada pegawai negeri sipil mengenai hak-hak politiknya, 
karena lahirnya peraturan perundang-undangan yang membatasi hak 
politiknya selaku warga masyarakat dimana ia berdomisili. 
Untuk melaksanakan reformasi di bidang politik, maka lahirlah 
UU No. 2 Tahun 1999 Tentang partai politik dan UU No. 3 Tahun 
1999 Tentang Pemilihan Umum serta UU No. 4 Tahun 1999 Tentang 
susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dan selanjutnya 
untuk menghadapi Pemilu tahun 2004, maka lahirlah UU No. 31 
Tahun 2002 Tentang partai politik yang mencabut UU No. 2 Tahun 
1999 dan UU No. 12 Tahun 2003 yang mencabut UU No. 3 Tahun 
1999 Tentang Pemilihan Umum. 
Pada Pasal 10 UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik 
disebutkan bahwa : 
(1) Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi 
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anggota partai politik apabila telah berumur 17 (tujuh 
belas) tahun atau sudah / pernah kawin. 
(2) Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka dan 
tidak diskriminatif bagi setiap warga Negara dan 
menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 
partai yang bersangkutan. 
Jadi sesuai pasal 10 UU No. 31 tahun 2002 Tentang Partai 
Politik, yang berarti semua warga Negara Indonesia (masyarakat) 
termasuk pegawai negeri sipil mempunyai hak yang sama untuk 
masuk anggota atau pengurus salah satu partai politik asal yang 
bersangkutan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah 
kawin atau sudah dewasa sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Untuk mereformasi di bidang hukum dan politik, maka lahirlah 
UU No. 43 tahun 1999 atas perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang 
UU Pokok-Pokok Kepegawaian, pada pasal 3 disebutkan bahwa : 
(1) Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara 
yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam 
menyelenggarakan tugas negara. 
(2) Dalam kedudukan dan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat 
(1) pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan 
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dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
(3) Untuk menjamin netralisasi pegawai negeri sebagaimana 
dimaksud ayat (2) pegawai negeri dilarang menjadi anggota 
dan / atau pengurus pegawai negeri. 
Untuk melaksanakan UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan 
UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU Pokok-Pokok Kepegawaian, maka 
lahirlah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 Tentang pegawai 
negeri sipil yang menjadi anggota partai politik yang telah dirubah 
dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999. Dan selanjutnya 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang larangan pegawai 
negeri sipil menjadi anggota pegawai negeri yang mencabut Peraturan 
Pemerintah No. 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 12 
Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi peserta 
partai politik. 
Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang 
larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik, 
disebutkan bahwa : 
(1) Pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dan / 
atau pengurus partai politik. 
(2) Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan / atau 
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pengurus partai politik diberhentikan sebagai pegawai 
negeri sipil. 
Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 
2004 Tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai 
politik disebutkan bahwa : 
(1) Pegawai negeri sipil yang akan menjadi anggota dan / 
atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri 
sebagai pegawai negeri sipil. 
(2) Pegawai negeri sipil yang mengundurkan diri 
sebagaimana dimaksud ayat (1) diberhentikan dengan 
hormat sebagai pegawai negeri sipil. 
(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku 
terhitung mulai akhir bulan mengajukan pengunduran 
diri. 
 Memperhatikan maksud UU No. 43 Tahun 1999 atas 
perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU Poko-Poko 
Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 tentang 
larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik, maka 
pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota atau pengurus partai 
politik, dan jika seorang pegawi negeri sipil akan masuk partai politik 
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maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai pegawai 
negeri sipil. 
Adanya larangan tersebut maka pegawai negeri sipil sebagai 
warga Negara Indonesia, rakyat dan sebagai anggota masyarakat tidak 
mempunyai hak untuk dipilih tetapi hanya mempunyai hak unuk 
memilih. Jadi, hak politik pegawai negeri sipil dalam perpolitikan di 
Indonesia dibatasi dengan UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU 
No. 8 Tahun 1974 Tentang UU Pokok-Pokok Kepegawaian dan 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 tentang larangan pegawai 
negeri sipil menjadi anggota partai politik, sehingga tidak dapat dipilih 
karena masuk partai politik, maka dengan demikian juga tidak 
terwakili di Parlemen (DPK), sedangkan pegawai negeri sipil suatu 
golongan masyarakat yang mempunyai kepentingan tersendiri yang 
harus dipenuhi dan diperjuangkan. 
Adapun mengenai status atau kedudukan pegawai negeri sipil 
dalam perpolitikan di Indonesia mengalami pasang surut dimana pada 
pemerintahan orde lama pegawai negeri sipil tidak ada larangan untuk 
berpartai politik. Dengan kata lain pegawai negeri, khususnya pegawai 
negeri sipil tidak dilarang atau diperbolehkan masuk anggota atau 
pengurus salah satu partai politik. Berarti pegawai negeri sipil sebagai 
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warga negara dan warga masyarakat mempunyai dan melaksanakan 
hak demokrasinya atau hak politiknya sesuai dengan yang 
diamanatkan dalam UUD 1945. 
Begitu pula pada pemerintahan orde baru tidak ada peraturan 
perundang-undangan yang mengatur secara normative hak politik 
pegawai negeri sipil tetapi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran 
rumah tangga Korpri, maka pegawai negeri sipil harus menyalurkan 
dan masuk Golkar sebagai golongan   kekaryaan. Jadi dengan 
demikan pada masa pemerintahan orde baru tidak ada larangan 
pegawai negeri sipil untuk masuk anggota atau pengurus partai politik, 
tetapi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Korpri, maka 
pegawai negeri sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat 
diharuskan menjaga stabilitas politik, menjaga dan melangsungkan 
kelangsungan pembangunan nasional. Adanya kebijakan atau 
penggarisan yang demikian, maka pegawai negeri sipil diharuskan 
masuk anggota atau pengurus Golkar sebagai golongan kekaryaan. 
Jadi adapun hak politik pegawai negeri sipil pada pemerintahan 
orde baru dilarang atau tidak diperbolehkan masuk anggota atau 
pengurus partai politik, tetapi ia harus masuk anggota atu pengurus 
Golkar, yang berarti walaupun terbatas hak demokrasinya dilarang 
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masuk partai politik tetapi tetap mempunyai hak politik aktif (dipilih) 
dan hak politik pasif(memilih). 
Dan setelah runtuh pemerintahan orde baru dan muncul 
reformasi, maka Golkar dijadikan sebagai partai politik bukan lagi 
sebagai golongan kekaryaan, dan pegawai negeri sipil sudah 
diperbolehkan masuk anggota atau pengurus partai politik, dengan 
kata lain tidak mempunyai hak dipilih, hal ini sesuai dengan Pasal 3 
ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. 8 Tahun 1974 
Tentang UU Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah 
No. 5 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah 
No. 12 Tahun 1999 Tentang pegawai negeri sipil yang menjadi 
anggota partai politik. Hal ini dimaksudkan agar pegawai negeri sipil 
sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai pelayan masyarakat tidak mendapat pengaruh atau 
dapat bersifat netral terhadap semua golongan termasuk pada partai 
politik. 
Dan mengenai pengesahan terhadap netralisasi pegawai negeri 
sipil lebih dipertegas pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
No. 37 Tahun 2004 Tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi 
anggota atau pengurus partai politik yang mencabut Peraturan 
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Pemerintah No. 5 tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 
1999, pada pasla tersebut disebutkan bahwa pegawai negeri sipil 
dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, jika menjadi 
anggota maka akan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. 
 Memperhatikan norma yang tercantum pada UU No. 43 Tahun 
1999 atas perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU pokok-
Pokok-Kepegawaian dan norma pada Peraturan Pemerintah No. 37 
Tahun 2004 yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999 
jo Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999 Tentang pegawai negeri 
sipil yang menjadi anggota partai politik, maka secara normatif 
pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan atau dilarang masuk salah 
satu anggota atau pengurus partai politik. Jika seorang pegawai negeri 
sipil akan masuk anggota atau pengurus salah satu partai politik, maka 
yang bersangkutan harus mengajukan permohonan pemberhentian 
pegawai negeri sipil dengan alasan akan masuk anggota salah satu 
partai politik. Permohonan tersebut diajukan dengan melalui atasan 
langsung, lalu diteruskan kepada pejabat yang berwenang 
memberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Bilamana tidak 
mengajukan permohonan, maka pegawai negeri sipil yang 
bersangkutan akan diberhentikan secara sepihak oleh pejabat yang 
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berwewenang dengan berdasarkan usul atau pertimbangan atasan 
langsung pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 
Memperhatikan uraian tersebut, maka berarti pegawai negeri 
sipil yang masuk anggota atau pengurus salah satu partai politik ada 
dua macam pemberhentian, yaitu : karena permintaan pegawai negeri 
sipil yang bersangkutan, kedua diberhentikan secara sepihak oleh 
pejabat yang berwewenang atas usul atau pertimbangan atasan 
pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 
Dengan adanya pegawai negeri sipil bisa masuk salah satu 
partai politik sesuai pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 
Tentang larangan pegawai negeri sipil masuk anggota partai politik, 
tanpa didahului permohonan pengunduran diri atau rekomendasi dari 
pejabat yang berwewenang bahwa yang bersangkutan telah dan atau 
akan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil secara terselubung 
masuk anggota salah satu partai politik, yang yang susah bahkan tidak 
bias dibuktikan secara otentik karena tidak terdaftar di KPU atau 
KPUD dan juga di Kesbang sehingga tidak ada pemberhentian dari 
pejabat yang berwewenang. 
Jika ada pegawai negeri sipil yang terselubung masuk anggota 
atau pengurus salah satu partai politik, berarti yang bersangkutan 
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melanggar norma UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. 8 
Tahun 1974 Tentang UU Pokok-pokok Kepegawaian dan norma 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 tentang larangan pegawai 
negeri sipil masuk anggota partai politik,maka yang bersangkutan 
harus diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil oleh pejabat yang 
berwewenang. Tetapi jika dikaji secara materil dalam hubungannya 
dengan hak demokrasi dalam bidang hak politik warga negara 
Indonesia sesuai yang dijamin dalamUUD 45, maka pegawai negeri 
sipil sebagai warga negara Indonesia dan sekalugus warga masyarakat 
mempunyai hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya 
dalam aspek termasuk kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan 
melalui wadah partai politik atau berpartai politik. 
 
B. Hak Politik Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi 
Manusia di Indonesia 
Hak asasi manusia tidak terlepas dari perkembangan 
demokrasisuatu negara karena demokrasi yang berarti kedaulatan atau 
kekuasaan di tangan rakyat atau masyarakat yang berarti adanya 
jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, warga negara, rakyat 
atau masyarakat suatu negara. 
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Sejak munculnyakembali asas demokrasi setelah tenggelam 
beberapa abad lamanya memberikan atau menimbulkan pertanyaan 
bahwa siapa sebenarnya yang lebih berkuasa atau berpengaruh 
terhadap jalannya pemerintahan, masyarakat atau 
negara(pemerintah)?. Karena demokrasi di era modern sudah 
merupakan prinsip hidup bernegara dan melahirkkan pandangan 
secara yuridis bahwa negara milik warga negara, rakyat atau 
masyarakat. 
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Aswab Mahasim 
(Moh. Mahfud MD, 2000:20) bahwa : 
Munculnya kembali asas demokrasi (setelah tenggelam 
beberapa abad dari permukaan Eropa) telah menimbulkan 
masalah tentang siapakah sebenarya yang lebih berperan 
dalam menentukan jalannya negara sebagai organisasi 
tertinggi, negara atau masyarakat. Dengan kata lain negarakah 
yang menguasai masyarakat atau sebaliknya, masyarakat 
menguasai negara. Karena pemakaian demokrasi sebagai 
prinsip hidup bernegara telah melahirkan fiksi yuridis bahwa 
negara adalah milik masyarakat. 
 
Demokrasi lahir akibat karena perjuangan manusia atau 
masyarakat yang melawan pemerintah atau penguasa yang otoriter 
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atau absolut dan akhirnya demokrasi mengalami perkembanagan yang 
begitu luas karena telah meliputi seluruh aspek kehidupan 
manusia(masyarakat), maka muncullah suatu demokrasi konstitusional 
yang melahirkan adanya negara hukum atau rule of law (Anglosaton) 
atau rechts sttat (Eropa kontinental). 
Adapun ciri negara demokrasi dan negara hukum (rule of law) 
yang dirumuskan pada konferensi Bangkok tahun 1965 (Muh. Mahfud 
MD, 2000:29-30) yaitu: 
Disamping hak-hak politik bagi rakyat harus diakui pula 
adanya hak-hak sosial ekonomi dan ciri-ciri negara rule of law 
yaitu: 
 
1. Perlindungan konstitusional artinya selain 
menjamin hak-hak 
 individu konstitusi harus pula menentukan ciri prosedural 
untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. 
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 
3. Pemilihan umum yang bebas. 
4. Kebebasan menyatakan pendapat. 
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi. 
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6. Pendidikan kewarganegaraan. 
 
Sedangkan menurut teori hukum murni, slah satu tokohnya 
adalah Hans Kelsen dengan teorinya Stufenbau atau Stufenbau Theory 
(Ruduan Syahrani), mengatakan bahwa: 
Dasar berlakunya dan legalitet suatu peraturan terletak pada 
suatu peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan yang lebih 
tinggi itu berlaku bedasarkan peraturan yang lebih tinggi lagi, 
dan pada akhirnya sampai pada peraturan tertinggi yakni 
grundnorm(norma dasar). 
 
Jadi menurut teori Hans Kelsen (Stufenbau Theory) bahwa 
berlakunya suatu hukum didasari hukum yang lebih tinggi dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi dan akhirnya 
sampai pada grundnorm atau norma dasar(konstitusi). Jadi Stufenbau 
Theory menghendaki adanyan suatu hukum dasar(konstitusi) sebagai 
sumber dan dasar berlakunya semua hukum atau peraturan perundang-
undangan dalam suatu negara, dan berlakunya hukum atau peraturan 
perundang-undangan akan berbentuk kerucut, karena keberlakuan 
hukun atau peraturan perundang-undanggan akan berlaku dan 
berdasar secara berjenjang. 
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Dan setelah bangsa Indonesia memproklamirkan 
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam teks Proklamsi 
“kemerdekaan bangsa Indonesia”, yang berarti para pendiri negara 
telah menyetujui dan menetapkan bahwa negara Republik Indonesia 
adalah negara demokrasi, karena kemerdekaan dasr daripada 
demokrasi. Jadi kata kemerdekaan dalam proklamasi mengandung 
makna yang sangat luas, yaitu antara lain, bangsa Indonesia keluar 
dari penjajahan, kemerdekaan dalam memperoleh kehidupan yang 
layak, pendidikan dan kemerdekaan di bidang politik. 
Begitu pula dalam UUD 1945 setelah disahkan sebagai hukum 
dasar tertulis dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan dan 
sekaligus sebagai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, warga 
negara Indonesia, rakyat atau masyarakat. Maka semua warga negara 
Indonesia (masyarakat) mempunyai hak yang sama di seluruh aspek 
kehidupan termasukdalam bidang politik atau berpartai politik. 
Mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam UUD 
1945, tercantum, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh. 
Moh. Kusnardi dan harmaily Ibrahim (1983 : 324) 
mengemukakan bahwa : 
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Sesungguhnya pembukaan UUD 1945 banyak menyebutkan 
tentang hak asasi manusia mulai alinea pertama sampai alinea 
terakhir. 
− Alinea pertama pada hakekatnya adalah merupakan 
pengakuan akan adanya kebebasan. 
− Alinea kedua, Indonesia sebagai negara adil. 
− Alinea ketiga, rakyat Indonesia menyatakan 
kemerdekaannya supaya terjelma kehidupan bangsa 
Indonesia yang bebas. Hal ini salah satu dari pengakuan 
dan perlindungan hak asasi yang mengandung 
persamaan dalam bentuk politik. 
− Alinea keempat, menunjukkan pengakuan dan 
perlindungan terhadap hak asasi dalam segala bidang, 
yaitu bidang politik hukum, sosial, kultural, ekonomi dan 
pendidikan. 
 
Begitu pula dalam batang  tubuh UUD 1945, disebutkan dalam 
Pasal-pasalnya bahwa negara Republik Indonesia adalah negara 
demokrasi yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia (warga 
negar Indonesia), khususnya di bidang politik, hal ini sebagaimana 
disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. 
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Selanjutkan pada Pasal 22E ayat (2), (3), dan ayat (40 UUDN 
RI 1945, disebutkan bahwa : 
(2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih 
anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil Presiden dan DPRD. 
(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR 
dan DPRD adalah partai politik. 
(4) Peserta pemilihan mum untuk memilih anggota DPD 
adalah perseorangan. 
Sedangkan pada Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945, 
disebutkan bahwa : 
1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu 
pasang secara langsung oleh rakyat. 
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik 
peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan 
umum. 
 
Merperhatikan uraian tersebut, maka negara Republik Indonesia 
adalah negara demokrasi yang berarti kekuasaan atau kedaulatan 
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan pesta demokrasi (Pemilu) 
sekali dalam lima tahun untuk memilih legislatif (DPR), Preiden dan 
Wakil Presiden (eksekutif) yang diusulkan atau dicalonkan partai 
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politik. Negara Republik Indonesia sebagai negara dimaksud 
konstitusional, yang berarti adanyan jaminan dan perlindungan hak 
asasi manusia, warga negara Indonesia, rakyat atau masyarakat karena 
inti demokrasi adanya hak kemerdekaan, kebebasan berserikat dan 
berkumpul. 
Jika memperhatikan pengaturan dan jaminan hak asasi manusia 
dalam UUD 1945, maka mengandung beberapa prinsip, hal ini 
sebagaimana dikemukakan Moh. Mahfud, (2000:132-133) bahwa : 
Di dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat lima butir yang 
diuraikan dalam empat Pasal yang menggariskan tentang 
pengakuan dan perlindungan HAM, yaitu : 
1. Kesamaan di depan hukum atau pemerintah..... 
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak..... 
3. Berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat..... 
4. Kebebasan beragama..... 
5. Mendapatkan pengajaran..... 
 
Sedangkan menurut Dahlan Thayeb (1998 : 12) mengemukakan 
bahwa : 
Di dalam UUD 1945 ada 15 (lima belas) prinsip dasar hak 
asasi manusia, yakni : 
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1. Hak menentukan nasib sendiri ( alinea pertama) 
2. Hak akan warga negara (Pasal 26) 
3. Hak kesamaan di depan hukum (Pasal 27 (1)) 
4. Hak untuk bekerja (Pasal 27 (2)) 
5. Hak untuk hidup (Pasal 27 (2)) 
6. Hak berserikat (Pasal 28) 
7. Hak untuk beragama (Pasal 29) 
8. Hak mengatakan pendapat (Pasal 28) 
9. Hak membela negara (Pasal 30) 
10. Hak pendidikan (Pasal 31) 
11. Hak kesejahteraan sosial (Pasal 33) 
12. Hak jaminan sosial (Pasal 34) 
13. Hak akan kebebasan dan kemandirian pengadilan 
(Pasal 24 dan  
25) 
14. Hak mempertahankan tradisi budaya (Pasal 31) 
15. Hak mempertahankan bahasa Indonesia (Pasal 31) 
 
Begitu lengkap pengaturan hak asasi manusia dalam UUD 
1945, apalagi setelah diamandemen diatur secara khusus pada Bab XA 
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dari pasal 28A sampai dengan Pasal 28I. Tetapi yang akan dibahas 
yaitu menyangkut kemedekaan, kebebasan berserikat dan berkumpul 
serta mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan. Mengenai 
kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat 
sebagaimana disebutkan pada pasal 28 UUD 1945 sebelum 
diamandemen bahwa : 
Kemerdekaan  berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 
Undang-undang. 
 
Begitu pula setelah diamandemen pada Pasal 28E ayat (3) UUD 
1945 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dan menurut 
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim ( 1983:325), mengemukakan 
bahwa : 
Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran 
dengan tulisan dan lisan, ketiga hak asasi ini adalah yang sangat 
penting dalam suatu negara demokrasi, karena kebebasan berserikat 
tidak akan ada artiinya kalau tidak ada kebebasan untuk 
mengeluarkan pendapat. Kebebasan berserikat atau freedom of 
association adalah kebebasan untuk mendirikan partai politik. 
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Memperhatikan pendapat Muh. Kusnardi dan Harmaily 
Ibrahim, maka kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan 
pendapat yang dimaksudkan Pasal 28 UUD 1945 adalah merupakan 
suatu rangkain hak asasi manusia,warga negara Indonesia atau rakyat 
di bidang politik. Karena hak kebebasan berserikat dan berkumpul 
adalah merupakan hak setiap warga negara Indonesia untuk masuk 
anggota atau pengurus partai politik. Dalam berserikat dan berkumpul 
atau berpartai politik harus disertai adanya kebebasan berpendapat 
baik secara lisan maupun tertulis. 
Dan begitu pula Ismail Suny (1977 :12) mengemukakan bahwa 
: 
Setiap orang berhak untuk kebebasan berkumpul dan berserikat 
secara damai dan teristimewa untuk menjadi anggota dari 
suatu partai politik yang dipilihnya sendiri. 
 
Pengaturan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam 
UUD 1945, diatur baik dalam pembukaan maupun dalam batang 
tubuh, khususnya yang mengatur dan melindungi tentang hak politik 
warga negara Indonesia. Dalam pembukaan tercantum hak 
kemerdekaan dan hak keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang 
berarti seluruh warga Indonesia mempunyai kemerdekaan yang sama, 
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dan harus diperlakukan secara adil tanpa kecuali. Adil dalam 
kemerdekaan dan kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai inti 
hak politik masyarakat, yang berarti bahwa setiap warga negara 
Indonesia (masyarakat) mempunyai hak kemerdekaan untuk 
diperlakukan secara adil dan diberikan kesempatan sama untuk 
berserikat dan berkumpul dengan melalui partaipolitik sebagai wadah 
pelaksanaan pesta demokrasi (Pemilu). 
Untuk melaksanakan UUD 1945 dan ketetapan MPR No. 
IV/MPR/1999 maka lahirklah UU No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai 
Politik dan UU No. 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum serta UU 
No. 4 tahun 1999 Tentang susunan MPR, DPR, dan DPRD. Dan untuk 
menghadapi pemilihan umum secara langsung pada tahun 2004 sesuai 
dengan tutunan UUD 1945 hasil amandemen keempat, maka lahirlah 
UU No. 31 Tahun 2002 yang mencabut UU No. 2 Tahun 1999 
Tentang Partai Politik dan UU No. 12 Tahun 2003 yang mencabut UU 
No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. 
Dalam UU partai politik tersebut tidak ada pembatasan hak 
politik warga negara artinya setiap warga negara Indonesia 
(masyarakat) mempunyai hak yang sama untuk masuk menjadi 
anggota dan atau pengurus partai politik sesuai yang diinginkan. 
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Walaupun di dalam UUD 1945 menjamin dan melindungi hak 
asasi warga Indonesia tanpa kecuali, khususnya berserikat dan 
berkumpul sebagai hak politik atau berpartai politik. Tetapi dengan 
lahirnya UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. 8 tahun 1974 
Tentang UU Pokok-pokok Kepegawaian, maka hak politik pegawai 
negeri sipil sebagai warga negara Indonesia terbatasi, pegawai negeri 
sipil tidak diperbolehkan atau dilarang berpartai politik. Hal ini 
sebagaimana disebutkan pada pasal 3 ayat (3) UU No. 43 tahun 1999 
atas perubahan UU No. 8 tahun 1974 Tentang UU Pokok-pokok 
Kepegawaian bahwa untuk menjaga netralisasi pegawainegeri sipil 
dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. 
Mengenai larangan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah 
No. 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi 
Anggota Partai Politik, yang mencabut Peraturan Pemerintah No. 5 
tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1999. Pada Pasal 2 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang larangan Pegawai 
Negeri Sipil mejadi Anggota Partai Politik, disebutkan bahwa : 
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1. Pegawai negeri sipil dilarang menjadi anggota dan / 
atau pengurus partai politik. 
2. Pegawai negeri sipil yang menjadi anggota dan / atau 
pengurus  
partai politik diberhentikan sebagai pegawai negeri 
sipil. 
Pegawai negeri sipil dilarang berppartai politik agar netral 
dalam melaksanakan tugas dan profesinya sebagai pelayan 
masyarakat. Jika netralisasi dilihat dari pembinaan pegawai negeri 
sipil, sesuai yang diatur pada Pasal 1 ayat (3), (4) dan ayat (5) 
pareturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
disebutkan bahwa : 
 (3) Pejabat pembina kepegawaian pusat adalah Menteri, 
Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan, Lembaga 
Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan 
Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara ...... 
(4) Pejabat pembina kepegawaian daerah propinsi adalah 
Gubernur. 
(5) Pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten / kota 
adalah Bupati / Walikota.  
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Sedangkan pada pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 43 tahun 
1999 atas perubahan UU No. 8 tahun 1974 tentang UU Pokok-pokok 
Kepegawaian, disebutkan bahwa : 
 
1. Kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil 
mencakup penetapan norma, standar, Presiden, farmasi, 
pengakngkatan, pengembangan kualitas sumber daya 
pegawai negeri sipil, pemindahan, gaji, tunjangan dan 
kedudukan hukum. 
2. Kebijaksanaan manajemen pegawai negeri sipil 
sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada Presiden selaku 
Kepala Pemerintahan. 
 
Sesuai dengan ketentuan bahwa Presiden selaku kepala 
pemerintahan atau eksekutif, maka berarti Presiden selaku pembina 
kepegawaian tingkat tertinggi dan menteri-menteri selaku pembina 
kepegawaian tingkat pusat, Gubernur dan Bupati atau walikota selaku 
pembina kepegawaian di wilayahnya masing-masing. 
Adanya hal yang demikian maka akan menimbulkan pertanyaan 
bahwa apakah bisa netral pegawai negeri sipil dalam melaksanakan 
tugasnya dan profesinya sebagi abdi negara dan abdi masyarakat, 
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sedangkan yang bertindak selaku pembina pegawai negeri sipil adalah 
pengangkatan politik dan bahkan dari partai politik. Maka untuk 
menjawab pertanyaan ini mungkin diperlukan adanya pengkajian dan 
pembahasan tersendiri dengan melalui penelitian empiris. 
Terlepas dari hal tersebut maka setelah bangsa Indonesia 
mengalami reformasi sudah dua kali pelaksanaan pemilihan umum, 
dan terakhir pada tahun 2004, yaitu dengan diadakannya pemilihan 
umum secara langsung, baik terhadap calon legislatif maupun 
terhadap Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, hal ini untuk 
melaksanakan ketentuan UUD 1945 yang telah empat kali 
diamandemen oleh MPR. 
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa negara Republik 
Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional atau berdasarkan 
atas UUD 1945, yang berarti sebagai negara hulum (rule of law) atau 
rechts staat. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi 
(UUD 1945) yang berarti semua peraturan perundang-undangan harus 
bersumber dan berdasar pada UUD 1945. Dan sebagai negara hukum 
berarti segala tindakan negara (pemerintah) masyarakat atau lembaga-
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lembaga negara lainnya harus berdasarkan hukum atau peraturan 
perundang-undangan. 
Memperhatikan uraian tersebut, maka sejalan dengan teori Hans 
kelsen (teori hukum murni) dengan teorinya Stufenbau (Stufenbau 
Theory) Satjopto Rahardjo, 2000 : 276) bahwa : 
Peraturan-peraturan hukum yang membentuk tata hukum itu 
dilahirkan dari grundanaam dengan demikian keseluruhan bagian 
hukum itu tampak sebagai bagian yang terdiri dari berbagai lapisan 
susunan, hukum sebagai suatu susunan berjenjang, mulai dari norma 
positif tertinggi sampai kepada perwujudan yang lebih tinggi. 
 
Agar UUD1945 betul-betul menempati sebagai hukum dasar 
dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan maka lahirlah UU 
No. 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan, pada Pasal 7 disebutkan jenis dan hirarki peraturan 
perundang-undangan, yaitu : 
1. UUD 1945 Tahun1945 
2. UU / Perpu 
3. Peraturan Pemerintah 
4. Peraturan Presiden 
5. Peraturan Daerah, terdiri dari : 
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a) Peraturan Daerah Propinsi 
b) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota 
c) Peraturan Desa 
 
Menurut Ni’matul Huda (2005 : 46) adanya hirarki peraturan 
perundang-undangan akan mengandung konsekwensi, bahwa : 
Peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarki 
tersebut mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturan 
perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak 
boleh bertentangan dengan peraturan peruundang-undangan 
yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asas 
hukum Lex Superior Deragat Inveriari (hukum yang lebih tinggi 
tingkatannya mengalahkan hukum yang tingkatannya di 
bawahnya). 
 
Hal ini sesuai pula yang dikemukakan Bagir Manan (Ni’matul 
Huda, 2005 : 46-47) bahwa : 
Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan 
tersebut mengandung beberapa prinsip sebagai berikut : 
1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum 
bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah 
atau berada di bawahnya. 
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2. Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah 
harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan 
perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. 
3. Isi atau muatan peraturan perundang-undangan 
yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi tingkatannya. 
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat 
dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan 
sederajatnya. 
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis 
apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang 
terbaru harus diberlakukan walaupun tidak secara tegas 
dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut. Selain itu 
perturan perundang-undangan yang mengatur materi yang 
lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-
undangan yang lebih umum Lex Specilis Deragat Lex 
Generalis. 
Agar UUD 1945 betul-betul menjadi dasar lahirnya semua 
peraturan perundang-undangan khususnya UU tidak ada yang berlaku 
bertentangan dengan isi atau materi UUD 1945, maka atas perubahan 
ketiga UUD 1945, dicantumkan pada Pasal 24C mangenai Mahkamah 
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Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk menguji secara materil 
suatu UU, bahwa apakah materi muatan UU tersebut tidak 
bertentangan dengan isi atau materi UUD 1945. 
Sebagaimana telah dikemukakan bahwa UUD1945 memuat, 
menjamin dan melindungi hak asasi manusia, warga negara Indonesia, 
akyat atau masyarakat mulai dari pembukaan dan batang tubuh. 
Dalam pembukaan yang terkait dengan hak politik yaitu kemerdekaan, 
hak perlakuan adiil, dalam batang tubuh hak kebebasan berserikat, 
berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan dan keadilan 
yang berarti setiap warga negara Indonesia (masyarakat) mempunyai 
hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dalam seluruh aspek 
kehidupan begitu pula kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pandapat (Pasal 28 UUD1945) yang berarti setiap 
warga negara Indonesia (masyarakat) mempunyaihak yang sama 
untuk mambentuk dan masuk organisasi termasuk menjadi anggota / 
pengurus partai politik. 
Sedangkan dalam UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU 
no. 8 tahun 1974 Tentang UU Pokok-pokok Kepegawaian, 
khususnyabpada Pasal # ayat (3), bahwa pegawai negeri sipil dilarang 
menjadi aggota atau pengurus partai politik dengan maksud menjaga 
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netralisasi dalam melaksanakan tugasnya. Dan begitu pula dalm 
peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang larangan pegawai 
negeri sipil menjadi anggota partai politik bahwa pegawai negeri sipil 
yang menjadi anggota atau pengurus partai politik diberhentikan 
sebagai pegawai negeri sipil. 
Jika norma larangan tersebut dikaji dalam hubungannya dengan 
prinsip hak asasi manusia dalam UUD 1945, khususnya yang 
menyangkut hak kemerdekaan berseikat dan berkumpul, dalam 
kaitannya dengan Stufenbau Theory (Teori Hans Kelsen), bahwa 
hukum harus berlaku secara hirarchi, artinya hukum yang rendah akan 
bersumber dan berdasar pada hukum yang lebih tinggi tingkatannya, 
begitu seterusnya sampai pada Grundnor atau hukum dasar. Dalam 
artian semua hukum (perundang-undangan) tidak boleh ada yang tidak 
bersumber dan bertentangan denga hukum dasar sebagai sumber dan 
dasr lahirnya peraturan perundang-undangan yang di bawahnya. 
Begitu pula jika hali tersebut dikaji dalam hubungannya dengan 
Pasl 7 No. 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Pada Pasal tersebut disebutkan jenis dan tata susunan 
peraturan perundang-undanagan, dimana UUD 1945 yang menempati 
urutan yang tertinggi, artinya semua peraturan perundang-undangan  
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yang berlaku atau akan diberlakuakan harus berdasar dan sesuai 
dengan UUD 1945 sebagai sumber dan dasar hukum tertinggi. 
Menurut Bagir manan, makna daripada tata urutan peraturan 
perundang-undangan bahwa peraturan yang lebih tinggi dapat 
dijadikan dasar atau landasan hukum bagi peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah, dan peraturan yang lebih rendah harus 
bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Jadi adanya tata urutan 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh ada 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, khususnya UUD1945 sebagaihukum dasar tertulis. 
Jika teori hans Kelsen dikaji dengan hubungannya dengan Pasal 
7 No. 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan, maka negara RI berkiblat ke teori Hans kelsen, yaitu bahwa 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya harus 
berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan 
begitu pula seterusnya akhirnya sampai kepada UUD 1945 sebagai 
hukum dasar yang tertulis. 
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Mengacu pada Stufenbau Theory (Teori Hans Kelsen) dan Pasal 
7 no. 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-
undangan, yang mengatur tata urutan perundang-undangan dimana 
UUD 1945 sebagai Grundnorm atau hukum dasar tertulis dan tertinggi 
yang berarti semua peraturan yang berlaku atau akan diberlakuakan 
harus bersumber, berdasar dan tidak boleh ada yang bertentangan 
dengan materi UUD 1945. Dengan kata lain semua materi muatan 
peraturan perundang-undangan tidak boleh ada yanag bertentangan 
dengan materi muatan UUD 1945 sebagai dasar dan sumber lahirnya 
peraturan perundang-undangan. 
Jika Pasal 3 UU No. 43 tahun 1999 atas perubahan UU No. 8 
tahun 1974 Tentang UU pokok-pokok Kepegawaian dan Pasal 2 dan 
Pasal 3 Peraturan pemerintah No. 37 Tahun 2004 Tentang Larangan 
pegawwai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik secara normatif 
dalam hubungannya dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin 
dalam UUD 1945, khususnya mengenai kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, akan menimbulkan pertanyaan bahwa apakah materi 
muatan khususnya Pasal 3 UU No. 42 Tahun 1999 dan Pasal 2 dan 
pasal 3 Peraturan Pemerintah N. 37 Tahun 2004 tersebut tidak 
bertentangan dengan materi muatan UUD 1945, khususnya 
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kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan melalui wadah partai 
politik sebagai hak dan kedududkan semua warga negara Indonesia. 
Karena norma pada UU No. 43 tahun 1999 atas perubahan UU 
No. 8 tahun 1974 Tentang UU pokok-pokok Kepegawaian dan 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004 tersebut, pegawai negeri 
sipil dilarang menjadi anggota partai politik, sedangkan dalam UUD 
1945, khususnya Pasal 28 adanya kemerdekaaan dan kebebasan 
berserikat dan berkumpul bagi setipa warga negar Indonesia dan hak 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagaihak politik warga 
negara atau hak untuk berparti politik. 
Jadi menurut hemat penulis, antar norma larangan yang 
tercantum pada UU No. 43 Tahun 1999 dan Peraturan pemerintah No. 
37 Tahun 2004 tersebut, tidak singkron atau tidak sesuai dengan 
materi muatan atau tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia 
yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945, khususnya hak 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau hak berdemokrasi dengan 
melalui wadah partai politik, sedangkan larangan tersebut hanya untuk 
menjaga netralisasi pegawai negeri sipil sebagai abdi negara, abdi 
masyarakat, atau pelayan masyarakat. 
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Memperhatikan uraian tersebut maka adanya norma larangan 
bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota atau pengurus salah 
satu partai politik dengan maksud menjaga netralisasi dalam 
melakasanakan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. 
Disamping itu agar pegawai negeri sipil tidak medapat pengaruh dari 
golongan termasuk partai politik dalam melaksanakan tugasnya atau 
fungsinya sebagai pegawai negeri sipil. Melihat alasan netralisasi 
sebagai penghalang pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota atau 
pengurus salah satu partai politik hanya karena pengaruh dan 
dilatarbelakangi pada masa orde baru, karena dimana pada masa orde 
baru pegawai negeri sipil dijadikan motor dan alat bagi pemerintah 
untuk mempertahankan atau melanggengkan kekuasaannya. 
Dan jika norma larangan dalam UU No. 43 tahun 1999 atas 
perubahan UU No. 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok-pokok 
Kepegawaian dan norma larangan dalam Peraturan Pemerintah No. 37 
tahun 2004 tentang larangan pegawai negeri sipil masuk anggota atau 
pengurus partai poltik dikaji secara materil dalam hubungannya 
dengan UUD 1945, khususnya mengenai kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul sebagai sumber dan dasar adanya hak politik warga negar 
atau hak berpartai politik, yaitu setiap warga negara mempunyai hak 
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atau kemerdekaan yang sama untuk berserikat dan berkumpul. 
Adanya jaminan dan perlindungan tersebut, maka akan timbul 
pertanyaan bahwa apakah norma larangan tesebut masih perlu 
dipertahankan atau tidak?. 
Maka menurut pemikiran penulis untuk tegaknya perlindungan 
dan pelaksanaan prinsip hak asasi manusia sesuai yang dijamin dalam 
UUD 1945, serta demi tegaknya supremasi hukum sesuai dengan tata 
urutan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 7 UU No. 10 
Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 
dan disamping itu demi adanya kepastian hukum bagi pegawai negeri 
sipil dalam bidang kebebasan dan kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul sesuai yang dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945, 
maka perlu adanya pengujian secara materil UU tersebut oleh lembaga 
yang berwewenang atau yang diberikan wewenang oleh UUD 1945 
yaitu Mahkamah Konstitusi. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
1. Dengan lahirnya UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU 
No. 8 tahun 1974 Tentang UU Pokok Kepegawaian dan 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004, maka pegawai 
negeri sipil sebagai abdi negara dan masyarakat tidak 
diperbolehkan atau dilarang berpartai politik. Jadi, pegawai 
negeri sipil tidak boleh masuk anggota salah satu partai 
politik, maka dengan demikian hanya mempunyai hak 
politik passif tidak mempunyai hak politik aktif. 
2. Dalam UUD 1945 dijamin dan dilindungi hak asasi manusia, 
khususnya hak kebebasan berserikat dan berkumpul sebagai 
implementasi hak politik setiap warga negara, sedangkan 
UU No. 43 Tahun 1999 atas perubahan UU No. 8 Tahun 
1974 Tentang UU Pokok Kepegawaian dan Peraturan 
Pemerintah No. 37 Tahun 2004, pegawai negeri sipil 
dilarang berpartai politik. Dan jika larangan tersebut dikaji 
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secara yuridis dengan mengacu pada Stefembau Theory dan 
pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, maka larangan tersebut 
tidak sinkron dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia 
dalam UUD 1945, karena itu tidak menciptakan adanyan 
kepastian hukum dalam berpartai politik bagi pegawai negeri 
sipil. 
B. Saran-saran 
1. Larangan berpartai politik pada UU No. 43 Tahun 1999 atas 
perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU pokok 
Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004, 
jika dikaji secara yuridis dalam kaitannya Stefembau Theory 
dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang diatur 
pada pasal 7 (1) UU No. 10 Tahun 2004 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka 
larangan dalam UU tersebut perlu diuji secara materil oleh 
mahkamah Konstitusi, dan begitu pula Peraturan Pemerintah 
No. 37 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali, karena materi 
maupun muatan baik UU nmaupun Peraturan Pemerintah 
baik UU maupun Peraturan Pemerintah tersebut tidak sesuai 
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dengan prinsip hak asasi manusia dalam UUD 1945. 
2. Prinsip motivasi pada UU No. 43 Tahun 1999 atas 
perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang UU Poko 
Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004, 
hal ini dimaksudkan agar pegawai negeri sipil sebagai abdi 
negara dan masyarakat tidak memihak kepada salah satu 
partai politik. Dan jika peraturan perundang-undangan 
tersebut masih dikehendaki keberlakuannya, maka sebaiknya 
ada pengawasan semaksimal mungkin oleh lembaga yang 
berwewenang terhadap semua pegawai negeri sipil, baik di 
tingakat pusat, tingakat daerah maupun golongan tinggi dan 
golongan rendah. Sehingga dengan demikian dapat terwujud 
dari terjamin secara riil sikap netralisasi semua pegawai 
negeri sipil, dan disamping itu dapat pula tercegah adanya 
negeri sipil yang berpartai politik secara terselubung tanpa 
adanya pemberhentian dari pejabat yang berwewenang. 
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